
MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 124/PMK. 04/2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN 

NOMOR 229/PMK.04/2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN 

TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN 

ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea 

masuk atas barang impor sebagai pelaksanaan dari 

Protocol to Amend the Framework on Comprehensive 

Economic Co-Operation and Certain Agreements 

thereunder between the Association of Southeast Asian 

Nations (ASEAN) and the People's Republic of China 

(Protokol untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja 

Mengenai Kerja Sarna Ekonomi dan Persetujuan Tertentu 

antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan 

Republik Rakyat Tiongkok), telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang 

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor 

Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional 

· yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2019 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara 

Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor 

Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional; 

b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan 

pelayanan atas impor barang dari Republik Rakyat 

Tiongkok dengan menggunakan Surat Keterangan Asal 

yang diterbitkan berdasarkan Agreement on Trade in Goods 

of The Framework Agreement on Comprehensive Economic 

Cooperation Between The Association of South East Asian 

Nations and The People's Republic of China (Perjanjian 

Perdagangan Barang sebagai bagian dari Persetujuan 

Kerangka Kerja Sarna Mengenai Kerja Sarna Ekonomi 

Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan 

Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China), 

perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang­

Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang 

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor 

Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
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tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2018 tentang 

Pengesahan Protocol to Amend the Framework on 

Comprehensive Economic Co-Operation and Certain 

Agreements thereunder between the Association of 

Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's 

Republic of China (Protokol untuk Mengubah Persetujuan 

Kerangka Kerja mengenai Kerja Sarna Ekonomi dan 

Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa­

Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 206); 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 

tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas 

Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan 

Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1980) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir .dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 109/PMK.04/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 

tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas 

Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan 

Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 842); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

KETIGA 

NOMOR 

ATAS PERATURAN MENTER! 

229/PMK.04/2017 TENTANG 

KEUANGAN 

TATA CARA 

PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR 

BERDASARKAN 

INTERNASIONAL. 

PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN 
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Pasall 

Ketentuan Pasal 25A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229 I PMK. 04 I 2017 ten tang Tata Cara Pengenaan Tarif Be a 

Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau 

Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1980) yang telah beberapa kali diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan: 

a. Nomor 11IPMK.04I2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229IPMK.04I2017 

tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas 

Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan 

Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 95); dan 

b. Nomor 109IPMK.04I2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229IPMK.04I2017 

tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas 

Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan 

Internasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 842), 

diubah sebagai berikut: 

Pasal25A 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, SKA yang 

diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 dengan 

menggunakan format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I huruf B romawi VII dan Lampiran I huruf B 

romaw1 VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

11IPMK.04I2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 229IPMK.04I2017 tentang Tata Cara 

Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan 

Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, masih tetap 

berlaku. 

Pasalii 

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Agustus 20 19 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Agustus 2019 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 985 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 
Kepala Bagian TU 




